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Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu
kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum
yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat
hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitas jua beli tanah yang melanggar hukum. Kedua

permasal ahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa
dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-
analitis. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum
Adat maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Setelah dianalisa kemudian diketahui bahwa dalam
pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum terdapat indikasi kerja sama
diantara para pihak sehingga PPAT memiliki tanggung jawab secara perdata, administrasi, bahkan pidana,
pihak penjual dan pembeli dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana, sedangkan Kepala Kantor
Pertanahan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana. Akta Jual Beli
yang memuat jual beli tanah yang melanggar hukum pun menjadi batal demi hukum. Badan Pertanahan
Nasional pada keadaan tersebut wajib melaksanakan pembatalan pendaftaran peralihan hak tanah
berdasarkan Akta Jual Beli yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenaitu, PPAT seharusnya memastikan pemenuhan syarat
pembuatan akta disertai dokumen pendukung tertulis dan memberikan penyuluhan hukum mengenai
pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada para pihak pada saat pembuatan akta.

...... This study discusses the practice of negligence of land deed official in carrying out their positions. One
of the cases that is the subject of discussion in this study is the case of unlawful land sale and purchase
contained in the Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017. The problemsin this research are regarding
to the responsibility of land deed official in making the Sale and Purchase Deed and the legal consequences
of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase. Both problems were
analyzed using normative legal research methods and analyzed using qualitative data analysis to produce
explanatory-analytical research. The analysisis carried out based on the prevailing legal theories and
provisions in both Customary law and other statutory provisions. After the analysis, it is known that in the
making of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase there is an
indication of cooperation between the parties so the land deed officia has civil, administrative, and even
criminal responsibilities, the seller and the buyer can be subject to civil and criminal responsibilities, while
the Head of the Land Office can be held accountable for civil, administrative and criminal responsibilites.
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The Sale and Purchase Deed containing unlawful land sale and purchase will becomes null and void. In such
circumstances, Indonesian National Land Office is obliged to cancel the registration of the transfer of land
rights based on the Sale and Purchase Deed which has been declared null and void based on permanent legal
force court decision. Therefore, land deed official should ensure the fulfillment of deed drafting
requirements along with written supporting documents and provide legal counseling on the importance of
fulfilling these requirements to the parties at the time of drawing up the deed



